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ABSTRAK 
Zulfa Nurdin G (E211 12 015). Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di 
Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, (vii+80 Halaman+8 
Tabel+35 Pustaka (1987-2015) 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses terjadinya 
inovasi, jenis inovasi dan level inovasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran 
secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, di desa Bone-Bone serta 
melakukan wawancara dengan beberapa informan. 
Hasil penelitian terhadap inovasi program kawasan bebas asap rokok di 
Desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang diketahui dengan 
menggunakan tiga dimensi yaitu proses terjadinya inovasi, jenis inovasi dan level 
inovasi. Jenis inovasi terbagi tiga yaitu incremental innovation to radical innovation, 
top down innovation to bottom up innovation, dan need led innovation and efficiency-
led innovation. Sedangkan level inovasi dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 
dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, pemberdayaan masyarakat, 
kesetaraan gender, dan  pengecualian sosial. Proses terjadinya inovasi merupakan 
inisiatif dari kepala desa. Adapun gambaran level inovasi pada program kawasan 
bebas asap rokok telah memenuhi indikator yang ada. Sedangkan untuk jenis 
inovasi yaitu top down innovation to bottom-up innovation dikarenakan inovasi ini 
merupakan ide baru dan berawal dari pemimpin. 
 
Kata Kunci : Inovasi, Kawasan Bebas Asap Rokok, Kualitatif 
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ABSTRACT 
 
Zulfa Nurdin G (E211 12 015). Innovation Program Smoke Free Zone in the 
Village Bone-Bone District of Baraka Enrekang, (vii + 80 pages + 8 Table+ 35 
Library (1987-2015) 
 
The purpose of this research was to describe the process of innovation, the 
type of innovation and level of innovation. The approach used in this study ie 
descriptive qualitative approach to give a clear picture of the issues examined, in the 
village of Bone-Bone and conducted interviews with several informants. 
The study of the innovation program smoke-free area in the village of Bone-
Bone districts Enrekang Baraka district is known using three dimensionsie the 
process of innovation, the kind of innovation and level of innovation. Type innovation 
into three incremental innovation to radical innovation, top down bottom up 
innovation to innovation, and the need led innovation and efficiency-led innovation. 
While the level of innovation can be seen from several indicators of impact, 
partnership, sustainability, leadership, community empowerment, gender equality, 
and social exclusion. The process of innovation is an initiative of the head of the 
village. The picture of the level of innovation in the area of smoke-free program in 
compliance with the existing indicators. As for the kind of innovation ie top-down 
bottom-up innovation to innovation because innovation is a new idea and started 
from the leader. 
 
Keywords: Innovation, Smoke Free Zone, Qualitative 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang 
sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi 
memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai 
dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan yang 
lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, utilitas, dan lainnya. 
Pelayanan publik dibidang kesehatan saat ini menjadi perhatian serius dari 
pemerintah  Indonesia karena pelayanan publik bidang ini merupakan salah 
satu bidang pelayanan publik terbesar yang dilakukan pemerintah setelah 
pelayanan publik dibidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelayanan 
publik bidang kesehatan manyangkut hajat orang banyak dan berhubungan 
langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 
pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang 
memadai. 
Dari Badan PBB, United Nations development Programme (UNDP) 
menetapkan bahwa pembangunan suatu bangsa diukur dengan tiga indikator 
yang terdiri dari parameter kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang dikenal 
dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development index 
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(HDI). Dalam IPM, indikator kesehatan yang diwakili umur harapan hidup 
menjadi unsur penting untuk mengukur kemajuan Negara-negara didunia. 
Diantara elemen bangsa yang ikut menentukan IPM adalah kondisi 
kesehatan generasi muda, khususnya para remaja. Generasi muda yang sehat 
akan menghasilkan penduduk yang sehat, sehingga tingkat harapan hidup 
meningkat. Dengan naiknya tingkat harapan hidup, kekuatan bangsa akan 
meningkat.  Sebaliknya, generasi muda yang sakit-sakitan akan menghasilkan 
penduduk yang lemah dengan tingkat harapan hidup rendah. 
Selain pemerintah yang diamanatkan memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat, semua peraturan dan segala bentuk pelayanan tidak akan 
berhasil tanpa ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Namun saat ini kondisi 
masyarakat dibidang kesehatan  sangat memprihatinkan. Salah satu kebiasaan 
yang dilakukan masyarakat dan dianggap lumrah baik dikalangan menengah 
atas maupun kalangan menengah kebawah adalah merokok. Padahal sudah 
jelas diketahui bahwa merokok dapat menyababkan timbulnya berbagai macam 
penyakit dan tidak sedikit yang berujung pada kematian.  
Meskipun banyak yang telah mengetahui  akan bahaya mengkonsumsi 
rokok, namun masih banyak juga yang tidak menghiraukan bahaya tersebut. 
Data dari Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) 
Kementrian kesehatan oleh Tjadra Yoga Aditama mengatakan, saat ini 
Indonesia masih menjadi Negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak 
didunia yaitu 61,4 juta perokok setelah Cina dan India, sekitar 60% pria dan 
4,5% wanita di Indonesia adalah perokok. 
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Sementara itu, perokok pada anak terus meningkat menurut Komnas 
Perlindungan Anak terdapat 45 juta anak Indonesia menjadi perokok pasif 
lantaran ada anggota keluarga mereka yang memiliki kebiasaan merokok 
dirumah. Dari data Kemenkes, sejak tahun 1995-2007, jumlah perokok remaja 
meningkat hingga 12 kalii lipat. Menurut Ekowati (Direktur Pengendalian 
Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI), bahwa pada tahun 1995 jumlah perokok 
anak dan remaja berusia 10-14 tahun di Indonesia mencapai 71.126 orang. 
Kemudian meningkat 6 kali lipat menjadi 426.214 orang pada tahun 2007. 
Senada dengan Kemenkes, Komisi Nasional Perlindungan Anak memaparkan 
bahwa perokok usia 10-14 tahun jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2005. 
Pada 2005 tercatat 45.000 anak perokok, dan pada 2010 meningkat jumlahnya 
menjadi hampir sepuluh kali lipat menjadi 426.000. Pada tahun 2013 jumlah 
perokok terus mengalami peningkatan menjadi 676.000 anak perokok, belum 
termasuk jumlah anak yang menjadi perokok pasif.  
Selain itu, data Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas), Survei 
kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi perokok usia 15 tahun keatas 
yaitu; 27% (Susenas 1995); 31% (SKRT 2001); 34,4% (Susenas 2004); 34,7% 
(Riskesdas 2007) dan 36,3% (Riskesdas 2013). Walaupun proporsi perokok 
wanita lebih rendah dibandingkan pria, namun terjadi juga peningkatan 
sebanyak 5 kali lipat dari 1,7% pada tahun 1995 menjadi 6,7% ditahun 2013.  
Data Global Youth Tobbaco Survey 2014 (GYTS 2014) menyebutkan 
20,3% anak sekolah merokok dengan preferensi 36% laki-laki dan 4,3% 
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perempuan, 57,3% anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam 
rumah dan 60% terpapar ditempat umum atau enam dari sepuluh anak sekolah 
usia 13-15 tahun terpapar asap rokok didalam rumah dan ditempat-tempat 
umum. Data GATS 2011 juga menunjukkan prevalensi perokok di Indonesia 
sebesar 34,8%, dan sebanyak 67% laki-laki di Indonesia adalah perokok (angka 
terbesar didunia). Hasil penelitian Badan Lithbang Kemenkes pada tahun 2010 
menunjukkan bahwa angka kematian akibat penyakit yang terkait dengan 
tembakau terjadi 190.260 orang atau sekitar 12,7% dari seluruh kematian 
ditahun yang sama. 
Salah satu juga penyebab anak muda atau remaja berpotensi 
meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula adalah munculnya rokok 
illegal, karena murahnya harga rokok yang dipasarkan. Menurut WHO, jika 
peredaran rokok illegal dielimasi maka pendapatan Negara diseluruh dunia 
mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian premature 
dapat dicegah.  
Sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya meminimalisir dan 
menanggulangi penyebab rokok terutama perokok pasif dengan mengeluarkan 
kebijakan dan membuat aturan. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 
2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk 
tembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Dari Kementrian kesehatan juga 
telah membuat Permenkes Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman 
Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar dan Tulisan pada kemasan Produk 
Tembakau.  
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Permenkes nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan (Road Map) 
Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan. Adapun regulasi dari 
Kementrian/Lembaga lain yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau 
terhadap kesehatan, yaitu: Peraturan Kepala Badan BOM nomor 41 tahun 2013 
tentang Produk Tembakau yang Beredar, Pencatuman Peringatan Kesehatan 
dalam Iklan dalam Kemasan Produk Tembakau. Peraturan Mentri Keuangan 
nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang kena Cukai.  
Di Indonesia penerapan kawasan bebas asap rokok  masih sangat jauh dari 
harapan. Sebagai bukti sampai bulan Februari 2015 hanya 30% (166 
kabupaten/kota) yang menerapkan kawasan tanpa asap rokok dari 403 
kabupaten dan 98 kota di Indonesia (Kemenkes,2015). Padahal pembentukan 
peraturan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah melalui undang-undang 
Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ketujuh 
belas pasal 115 telah 6 tahun diberlakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil yang 
signifikan. Hal ini menggambarkan belum meratanya kesadaran Pemerintah 
Daerah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. (http://kompasiana.com) 
Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115 
menyatakan bahwa pemerintah Daerah wajib menerapkan  Kawasan Tanpa 
rokok (KTR). Namun hingga saat ini baru ada 22 Kabupaten/kota yang sudah 
mulai melaksanakan kebijakan tersebut, walaupun program ini belum seragam 
diseluruh Indonesia. 22 Kabupaten/ kota yang sudah menerapkan KTR adalah 
sebagai berikut: 
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Jakarta, Palembang, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Pontianak, Surabaya, 
Semarang, Sragen, Bangli, Makassar, Enrekang, Lombok Timur, Payakumbuh, 
Padang Panjang, Padang, Bukit Tinggi,Cirebon, Karanganyar, Pekalongan, 
Lampung, Denpasar. (http://health.detik.com). 
Dari 22 kabupaten diatas salah satu kabupaten yang menerapkan 
kawasan tanpa rokok adalah Kabupaten Enrekang. Meskipun sebenarnya 
dikabupaten Enrekang belum sepenuhnya menerapkan kawasan bebas asap 
rokok di wilayah kota kabupaten namun kawasan tanpa rokok itu diterapkan di 
salah satu desa. Desa yang dimaksud adalah Desa Bone-Bone yang terletak di 
Kecematan Baraka Kabupaten Enrekang. Merupakan sebuah inovasi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa bone-bone dalam menangani masalah 
pendidikan dan kemajuan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu 
dengan menerapkan Kawasan Bebas Asap Rokok untuk mencapai lingkungan 
yang sehat. Desa yang terletak diatas ketinggian 1.500 m/dpl itu telah membuat 
peraturan desa (Perdes) nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap 
Rokok. Aturan ini melarang masyarakat desa dan bagi siapa saja yang 
berkunjung ke desa tersebut untuk tidak mengisap, menjual, dan atau sekedar 
mengiklankan rokok baik dalam bentuk poster maupun bentuk lainnya di 
kawasan desa Bone-Bone. 
Latar belakang terbentuknya aturan tentang larangan merokok di desa 
Bone-Bone adalah berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dan 
aparatur desa dengan perilaku merokok warga yang dilakukan bukan hanya 
oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak yang masih berumur 5-7 tahunan. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Wahyuddin Al Arasyi (Mahasiswa 
Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang) dalam skripsinya  
dikemukakan bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa rokok 
oleh pemerintah desa Bone-Bone ini adalah untuk pembangunan, pada awalnya 
mansyarakat mengkaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, 
berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang merokok tidak akan berhasil 
dalam pendidikan dan orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak akan 
mampu membangun dan mengembangkan Desa Bone-Bone. Selain pendidikan 
juga dipandang dari segi ekonomi, mereka berfikir bahwa orang yang merokok 
akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli rokok sehingga biaya untuk 
keperluan pendidikan akan kurang dan akhirnya mereka tidak mampu 
membiayai sekolah mereka. Dengan melihat masalah kesehatan, dalam hal ini 
mereka belum terlalu paham dampak rokok bagi kesehatan, mereka hanya 
menganggap secara umum bahwa orang yang merokok akan terganggu 
kesehatannya dan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya 
mereka lihat dari segi agama, mereka mengatakan bahwa merokok adalah 
haram karena menyakiti badan. Berdasarkan latar belakang ini, pada tahun 
2009 pemerintah Bone-bone resmi membentuk peraturan (Perdes) Bone-bone 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. 
Setelah ditetapkannya peraturan tersebut, ternyata masih banyak kendala 
yang dihadapi oleh pemerintah desa setempat seperti masih kurangnya 
perhatian dari pemerintah daerah, masih adanya warga yang melanggar aturan 
yang telah ditetapkan, dan kehidupan remaja yang semakin modern. 
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Dalam penelitian sebelumnya peneliti mengkaji tentang bagaimana 
implementasi peraturan Desa Nomor 01 tahun 2009 tentang kawasan Bebas 
asap Rokok di Desa Bone-Bone kabupaten Enrekang, sedangkan pada 
penelitian sekarang akan lebih mengkaji tentang bagaimana inovasi program 
kawasan bebas asap rokok khususnya mengenai level inovasi program di Desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Karena dengan melihat 
masalah yang ada jika dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu level inovasi 
maka dapat dilihat sejauhmana pemerintah desa mampu memberikan dampak 
yang positif bagi masyarakat terutama dalam pemberian layanan serta 
kesejahteraan masyarakat.  
Dengan adanya terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Bone-Bone dalam penerapan program Kawasan Bebas Asap Rokok di 
Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan dengan 
melihat teori yang ada mengenai penerapan inovasi maka hal inilah yang 
melatar belakangi peneliti untuk meneliti bagaimana proses terjadinya inovasi,  
tipe dan level inovasi dalam program Kawasan Bebas Asap Rokok dengan 
mengambil judul “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah 
dalam penelitian adalah: 
1. Bagaimana proses terjadinya inovasi Program Kawasan Bebas Asap 
Rokok di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 
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2. Bagaimana Tipe inovasi program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 
3. Bagaimana Ievel inovasi program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? 
C. Tujuan Penelitian 
Sealur dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini ialah; 
1. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya inovasi program kawasan 
bebas asap rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang. 
2. Untuk mendeskripsikan tipe inovasi program Kawasan Bebas Asap 
Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
3. Untuk mendeskripsikan level inovasi program Kawasan Bebas Asap 
Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Secara Akademis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya 
ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun 
pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama. 
2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pihak pemerintah Kabupaten Enrekang khususnya 
dalam program Kawasan Bebas Asap Rokok. 
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 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1  Konsep Inovasi 
II.1.1 Pengertian Inovasi 
Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation berarti prubahan. 
Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran 
manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, 
proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan 
manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola-pola 
pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun 
inovasi yang berkaitan dengan dengan proses banyak berorientasi pada 
metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka menghasilkan sesuatu 
yang baru. Selanjutnya, inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan 
definisi tersebut lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai terutama 
penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. 
Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk suatu 
kesatuan yang utuh. (Makmur & Rohana 2012:9) 
Menurut Oslo Manual (Zuhal, 2013 :58), inovasi memiliki aspek yang 
sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses, metode 
pemasaran atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami 
pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah 
dihadapi oleh organisasi.  
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Selanjutnya Green, Howells & Miles (Thenint, 2010 :4) mendefenisikan 
inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan 
melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga 
dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Thomas 
(1996:10) Inovasi didefinisikan sebagai peluncuran sesuatu yang baru. Tujuan 
diluncurkannya sesuatu yang baru kedalam suatu proses adalah untuk 
menimbulkan perubahan besar yang radikal. 
Sejalan dengan pendapat diatas Albury dan mulgan dalam Thenint 
(2010:4) mengatakan bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila 
penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru 
dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. 
Inovasi menurut Evert M.Rogers (Suwarno,2008:9) adalah sebagai suatu 
ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai 
suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi 
sendiri secara singkat didefinisikan oleh Ellitan dan Anatan (2009:36) sebagai 
perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup 
kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru.  
Sedangkan Fontana (2011:18) menjelaskan inovasi sebagai keberhasilan 
ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-
cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang 
menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai 
guna yang dipersiapkan oleh konsumen atas manfaat suatu produk 
(barang/jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. 
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Selanjutnya Samson dalam Ellitan dan Anatan (2009:3) menerangkan 
salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan karena cepatnya 
perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile, sehingga 
sebuah organisasi harus bisa mengelola inovasi sebagai penentu keberhasilan 
organisasi untuk menjadi competitive.  
Ada tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif 
yang disebutkan oleh Saleh dan Wang dalam Ellitan dan Anatan (1993:3) 
adalah :  
1. Enterprenueral strategi yaitu berani mengambil resiko, melakukan 
pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen. 
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya 
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional. 
3. Iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam 
organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan memberikan 
sistem imbalan yang efektif. 
Borins (2000) dalam Sangkala MA (2013:25) menyatakan bahwa dalam 
literature inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi ide 
baru, dan inovasi. Dalam literature manajemen juga dikemukakan sejumlah 
defenisi inovasi dimana cara luas berada dalam tema-tema perubahan proses 
atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau organisasi. Inovasi 
yang berbeda tersebut lebih kepada semata-mata perubahan. 
Holversen dkk (2005) dalam Sangkala MA (2013:26) mendefenisikan 
inovasi dalam pengertian  yang agak luas sebagai “perubahan dalam perilaku” 
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Holversen menyatakan bahwa tidak ada satupun defenisi yang mampu 
memberikan pemahaman inovasi didalam evolusi yang konstan (dalam 
O’Donnell,Orla.2006). Inovasi adalah alat spesifik wiraswastawan, suatu alat 
untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang berbeda 
atau jasa yang berbeda. Inovasi dapat ditampilkan sebagai ilmu, dapat 
dipelajari dan dapat dipraktekkan. (Peter 1994:21). 
Osborn & Brown (2005) dalam Emy (2015:80)  menyatakan bahwa inovasi 
merupakan representasi dari ketidakberlanjutan kondisi dimasa lalu. 
Ketidakberlanjutan ini menjadi karakteristik yang membedakan inovasi dari 
perubahan karena perubahan merepresentasikan sebuah pecahan dari 
konfigurasi pelayanan sebelum atau pada saat tersebut dan atau kemampuan 
profesionalnya. Inovasi adalah pengenalan terhadap elemen baru kedalam 
pelayanan organisasi dalam bentuk sebuah pengetahuan baru, organisasi 
baru, manajemen atau keterampilan proses yang baru. Perubahan merupakan 
gambaran perubahan secara bertahap dari kondisi yang ada saat ini atau 
merupakan gambaran keberlanjutan dari masa lalu. 
Pugh (2007) dalam Emy (2015:84) menilai inovasi adalah sebuah 
pengenalan atas fitur baru dalam organisasi. Inovasi adalah partner penting 
dari perubahan Poole & Van de Ven (ed.) (2004). Inovasi adalah sumber dari 
perkembangan sosial dan ekonomi, serta merupakan produk dan fasilitator 
dari pertukaran ide yang merupakan darah dari pembangunan. Inovasi 
dicerminkan oleh produk-produk dan proses produksi baru, kemajuan 
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teknologi komunikasi, organisasi dan layanan baru disektor publik dan sector 
non-profit.  
II.1.2 Tujuan Inovasi 
Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi 
dalam lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat 
menanggapi kompleksitas lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat 
dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan bersaing. Hal tersebut 
dapat dicapai melalui 1) pengenalan teknologi baru, 2) aplikasi baru dalam 
produk dan pelayanan, 3) penyumbangan pasar baru, 4) pengenalan bentuk 
baru organisasi. 
Inovasi organisasi berdasarkan penelitian yang dilatarbelakangi oleh 
Buffa (1984). Butler (1991), Miller (1991) dalam Lengnick-Hall (1988) bahwa 
inovasi organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, 
Ashoff dan Teece dalam Lengnick-Hall inovasi komponen strategis dibanyak 
perusahaan untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak 
dapat diprediksi, dan dilatarbelakangi oleh ketergantungan badan teknologi 
yang berpengalaman tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal 
bentuk produk dan tata cara penyampaian produk dan Boylton dan Hofer 
(1983) bahwa strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi 
yang diterjemahkan dalam kerjasama komersial yang menguntungkan.  
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II.1.3 Sumber Inovasi  
Menurut West (2000), inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru. 
Inovasi adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual dan praktek. Hal-hal 
yang dapat merangsang inovasi adalah: 
a. Tantangan dalam lingkungan organisasi 
b. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam maupun akhir 
suatu layanan 
c. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan 
mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar 
kemungkinan untuk berinovasi. 
d. Adanya tuntuta kebutuhan prosedur yang dirancang secara 
cermat untuk memasstikan kera gabungan yang efektif. 
e. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen 
f. Dukungan manajerial yang berupa keinginan personil untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai 
cara-cara baru yang baik. 
g. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk 
dikritisi 
h. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi 
Coyne (2004) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan 
menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas 
yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh provit dan 
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pertumbuhan. Sumber- sumber inovasi menurut Coyne dapat diciptakan 
melalui: 
a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan 
disambut, kontribusinya dihargai, maka hal ini akan memicu 
organisasi untuk kreatif 
b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang 
berani merupakan elemen yang penuh resiko, jangan 
menghukum sebuah kesalahan dari ide kreatif, hal ini akan 
menghilangkan kreatifitas, seperti yang dinyatakan William 
Mc. Knight dari 3M, “Management that’s destructive critical 
when mistake are made kills intitative” (manajemen merusak 
secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh 
inisiatif). 
c. Communicated total commitment ( mengkomunikasikan 
seluruh komitmen personil) 
d. Set goal then stand aside (menyusun tujuan, mematuhinya. 
Dalam pandangan Coyne, inovasi bersumber dari iklim keterbukaan 
baik itu ide, kreatif, tidak menghukum suatu kesalahan dari ide kreatif, 
mengkominikasikan komitmen dan penyusunan tujuan. 
II.1.4 Jenis-Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik  
Halversen dkk (2003) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam 
sektor publik: 
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1. Incremental innovation to radical innovation (di tandai oleh tingkat 
perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses 
layanan yang sudah ada). 
2. Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh 
mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada 
perubahan perilaku dari top manajemen  atau organisasi atau 
institusi didalam hirakhi, bermakna dari para pekerja ditingkat 
bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat,dan pembuat 
kebijakan di level menengah). 
3. Need led innovations anda efficiency-led innovation (ditandai 
apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan 
masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang  
sudah ada lebih efisien).    
Dalam (Sangkala,2003:31) tipe inovasi dalam sector public dapat 
dilihat dari table berikut: 
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Table 2.1 
Tipe Inovasi dalam sektor Publik 
 
No Tipe Inovasi Contoh 
1 Layanan baru atau 
perbaikan layanan 
Perawatan kesehatan dirumah 
2 Inovasi proses Perubahan dalam membuat layanan atau 
produk 
3 Inovasi administrasi Penggunaan instrument kebijakan baru 
sebagai hasil dari sebuah perubahan 
kebijakan 
4 Inovasi sistem Sistem baru atau perubahan fundamental 
dari sistem yang ada dengan 
menetapkan organisasi baru atau pola 
kerjasama atau interaksi baru 
5 Inovasi konseptual Perubahan didalam memandang actor 
seperti perubahan dicapai dengan 
menggunakan konsep baru, mis 
pengintegrasian pengelolaan 
sumberdaya 
6 Perubahan radikal yang 
bersifat rasional 
Cara pandang atau pergeseran matrik 
mental pegawai dari sebuah organisasi 
Diadopsi dari Halverson et al (2005) 
Mulgan dan Albury (2003) dalam Sangkala MA (2013:31)  
memperkenalkan bahwa ada 3 (tiga) tipe inovasi (inkremental, radikal, dan 
sistemik) bersumber dari level yang berbeda (local, lintas organisasi, dan 
nasional) yang dihasilkan dalam instansi pemerintahan yang memerankan 
tiga kebijakan yang saling terkait dan tertarik dengan inovasi: 
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- Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru 
- Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk 
mempercepat inovasi dan penggabungan. 
- Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui 
penerapan sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta 
inovasi bottom-up dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan 
menfasilitasi pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang 
berasal dari organisasi atau jaringan di dalam sistem. Rogers (2003) 
mendefinisikan diffusion sebagai proses dimana sebuah inovasi 
dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus-menerus antar 
anggota sistem sosial (2003). Patut dicatat dalam literatur bahwa 
focus pada mekanisme dan proses dimana inovasi diterapkan dan 
diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi) adalah penting 
sebagai focus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan dan Albury, 
2003) dalam Sangkala MA (2013:32).  
Dalam kaitannya dengan manajemen sector public, inovasi berarti 
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard 
operating system yang baru bagi sector public untuk menyelesaikan 
persoalan public. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido 
Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi 
public merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas 
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masalah-masalah lama. Kemudian membagi jenis inovasi kepada beberapa 
jenis antara lain:  
1. Inovasi institusional, dimana focus pada pembaharuan institusi 
yang sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. 
Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang 
mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. 
Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan 
konstribusi riil dalam penyelenggaraan public perlu dilakukan 
perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran 
publik.  
2. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, 
prosedur atau teknik manajemen baru didalam administrasi publik. 
Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam 
penyelenggaraan public sangat diperlukan, terutama metode-
metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu 
dan penerapan teknologi baru.  
3. Inovasi proses, dimana focus pada perbaikan kualitas cara 
pemberian layanan publik. Proses pemberian layanan 
membutuhkan sentuhan-sentuhan inovasi terutama dalam hal 
service delivery, efiseinsi layanan dan kemudahan akses layanan. 
4. Inovasi konseptual, dimana focus pada pengenalan bentuk 
pemerintahan baru (mis. Pembuatan kebijakan   interaktif, 
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keterlibatan dalam kepemerintahan, reformasi anggaran public, 
jaringan horizontal). 
II.1.5  Strategi Inovasi dalam Pemerintahan 
Inovasi dan analisa prektek yang sukses menunjukkan bahwa ada 
lima strategi utama didalam sector pemerintahan yaitu: 
a. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan 
peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan tidak 
sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan 
disertai dengan kenyamanan. Kewenangan public sering kali 
mengintegrasikan produk dan layanan untuk memenuhi 
kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya penggunaan call 
centre, email, kartu debit, e-government dan lain-lain. 
b. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan, akan 
membawa layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya 
membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan  yang tinggi 
sehingga meningkatkan  kepuasan masyarakat atau pelaku 
bisnis. Desentralisasi layanan mendorong pengembangan 
ekonomi baru. Desentralisasi layanan meningkatkan partisipasi 
warga dan meningkatkan kepercayaandalam pemerintahan. 
c. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang 
inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih 
efisien dalam pemberian layanan public, lebih kolaboratif antar 
22 
 
organisasi dan juga terjadi kerjasama antara public dan swasta. 
Misalnya kolaborasi dengan organisasi bisnis dalam upaya 
mempromosikan efisiensi dan kualitas layanan administrasi 
publik. 
d. Pelibatan warga Negara. Kewenangan pemerintahan yang inovatif 
harus merealisasikan peran pentingnya dengan mendorong peran 
warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Ketika 
pemerintah menyediakan forum bagi public untuk 
mengekspresikan pandangannya dan terlibat di dalam seluruh 
langkah-langkah proses, maka hasil inovasi lebih memiliki 
kemungkinan untuk sukses dan lebih luas jangkauannya. 
Pendekatan partisipatsi memungkinkan warga mengungkapkan 
kebutuhan dan opininya terhadap proposal teknis yang diberikan 
dan memastikan kesuksesan yang berkelanjutan dari sebuah 
inovasi perubahan. 
e. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. United Nation 
World public Sector Report tahun 2004 mencatan penggunaan 
layanan berbasis internet untuk memotong red tape dengan cepat 
keseluruh sector public. Konstribusi internet untuk 
menyederhanakan dan memperbaiki cara warga Negara 
memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan entitas publik. 
Internet dapat juga bermanfaat sebagai alat perbaikan 
transportasi dan integritas dalam administrasi publik. 
23 
 
II.1.6  level Inovasi 
Level innovative governance  dilihat dari sejauh mana pelaksanaan 
dari best practices  menurut  United Nations (dalam Sangkala, 2013:8) yang 
terdiri atas: 
1. Dampak (Impact), sebuah best practice harus menunjukkan 
sebuah dampak positif dan dapat dilihat (tangible) dalam 
meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dan tidak 
beruntung. 
2. Kemitraan (partnership), sebuah best practice harus didasarkan 
pada sebuah kemitraan antara actor-aktor yang terlibat, 
setidaknya melibatkan dua pihak. 
3. Keberlanjutan (sustainability), sebuah best practice harus 
membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut 
a. Legislasi, kerangka peraturan oleh hokum atau standar 
formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang 
dihadapi; 
b. Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah 
yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun; 
c. Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan 
yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung 
jawab beragam tingkatan dan kelompok actor seperti 
pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi 
masyarakat. 
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d. Efisien, transparan dan sistem manajemen yang 
akuntabel dapat membawa lebih efektif penggunaan 
sumber daya manusia, teknik dan keuangan. 
4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan 
community empowerment) yakni: 
a. Kepemimpinan yang menginspirasikan bagi adanya 
tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan 
dalam kebijakan publik; 
b. Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan 
komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi 
yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. 
c. Penerimaan dan tanggung jawab terhadap perbedaan 
sosial dan budaya. 
d. Kemungkinan bagi adanya transfer (transferability) 
pengembangan lebih lanjut dan replikasi. 
e. Tepat bagi kondisi local dan tingkatan pembangunan yang 
ada. 
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan 
social inclusion) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan 
merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; 
mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar 
pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta 
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mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang 
berbeda. 
6. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer (innovation with 
in local content dan transferability) yakni bagaimana pihak lain 
dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif serta cara 
yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, 
keahlian dan pelajaran untuk dapat dipelajari. 
II.1.7 Dimensi Inovasi di Sektor Publik 
Dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sector public adalah 
terdiri dari:   
a. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain) 
produk-produk jasa dan proses-proses produksi termasuk pembangunan, 
penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan. 
b. Inovasi delivery- termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam 
menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan 
klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. 
c. Inovasi administrative dan organisasional- termasuk cara-cara baru atau 
cara yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi 
supplier. 
d. Inovasi konseptual- dalam pengertian memperkenalkan misi baru, 
pandangan, tujuan strategi dan rationale baru. 
e. Inovasi interaksi sistem- cara-cara baru atau yang diubah dalam 
berinteraksi dengan organisasi lain. 
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II.1.8  Peluang dan Hambatan Inovasi  
Penggunaan peluang menunjukkan suatu keberhasilan yang tidak 
pernah kita bayangkan atau rencanakan sebelumnya  menjadi suatu kejutan 
yang positif, baik dalam organisasi pemerintahan, perusahaan, maupun 
organisasi sosial lainnya.  Ada banyak peluang yang bisa kita gunakan dalam 
rangka pengembangan inovasi terlebih jika kita mau belajar dari kenyataan 
dengan membandingkan ekspektasi atau harapan. Dalam rangka 
mewujudkan harapan setiap orang sebagai anggota organisasi ataupun 
anggota masyarakat, manusia perlu memotivasi dirinya masing-masing untuk 
melakukan pekerjaan yang lebih serius dengan menggunakan kemampuan 
yang dimiliknya semaksimal mungkin. 
Pada dasarnya terciptanya suatu inovasi berawal dari pencarian dan 
penemuan peluang yang bisa diperoleh anggota, baik dari luar organisasi 
maupun peluang dari dalam organisasi. Dinamika peluang berinovasi 
senantiasa saling memengaruhi antara kondisi yang sudah dapat 
diperkirakan telah direncanakan sebelumnya, dan suatu kondisi atau 
keadaan yang tidak pernah diperkirakan atau dipikirkan terlebih dahulu 
dalam kehidupan organisasi.   
Perubahan persepsi masyarakat, antara lain adanya tuntutan 
pemenuhan kebutuhan struktur, terjadinya perkembangan atau perubahan 
ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pemicu dalam melahirkan suatu 
peluang apabila kita sikapi dengan baik dalam rangka menciptakan inovasi. 
Perkembangan kondisi sosial sangatlah berfluktuasi. Hal ini ditentukan oleh 
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tiap-tiap individu anggota masyarakat. Anggota masyarakat yang 
berkembang secara dinamis adalah anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan untuk menangkap peluang (opportunity). 
Peluang dan inovasi merupakan sesuatu yang saling memperkuat. 
Peluang mampu menciptakan inovasi. Begitupun sebaliknya, hasil inovasi 
akan menciptakan peluang baru untuk berkarya lebih banyak. Yang 
dimaksud hambatan inovasi adalah suatu keadaan yang dirasakan 
seseorang atau beberapa orang yang dapat memengaruhi untuk tidak 
memfungsikan keinginan pemikiran dan kemauan manusia dalam melakukan 
suatu kegiatan atau pekerjaan dalam rangka menghasilkan pengetahuan, 
barang dan jasa baru, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan 
manusia. Salah satu tujuan berinovasi adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradaban dan menberikan 
kesempatan kepada semua pihak dalam berpartisipasi dan membuka 
peluang kepada banyak pihak untuk ikut menikmati hasil-hasil inovasi. 
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan konstribusi 
terhadap upaya mengurangi hambatan-hambatan manusia dalam melakukan 
tindakan inovasi. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan 
merupakan solusi tunggal dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Setiap 
hambatan bersifat multi dimensi dan tidak bersifat konseptual pemikiran 
semata, tetapi juga terdapat hambatan yang sifatnya teknis dalam kegiatan.  
Adapun beberapa hambatan sekaligus yang menjadi peluang dalam 
melakukan inovasi adalah sebagai berikut: 
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1. Komunikasi yang tidak lancar 
Saluran-saluran komunikasi yang tersumbat, tidak mengalir secara 
utuh menyebabkan interpretasi atau penafsiran ganda. Apabila kondisi 
seperti ini berlangsung dalam sebuah organisasi atau masyarakat dapat 
dipastikan akan menghambat perkembangan inovasi yang dilakukan oleh 
manusia sebagai anggota organisasi atau anggota masyarakat. Begitupun 
sebaliknya, apabila saluran komunikasi mengalir dengan lancer tanpa 
mengalami sumbatan menjadi peluang emas bagi manusia dalam melakukan 
aktivitas untuk mengembangkan inovasi yang dapat melahirkan kebanggaan 
terhadap dirinya sendiri dan sanjungan dari orang lain.  
2. Anggaran yang tidak cukup  
Sudah menjadi pendapat umum, bahwa keberhasilan merupakan 
segala kegiatan manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun 
anggota organisasi pemerintahan ataupun swasta.yang menjadi keluhan 
adalah terbatasnya anggaran. Keberhasilan kegiatan untuk meniptakan 
suatu inovasi bukanlah datang dengan begitu saja, melainkan harus 
dikerjakan melalui proses kegiatan yang memakan waktu lama serta 
memerlukan keseriusan yang sungguh-sungguh dalam rangka pencapaian 
suatu jenis inovasi sebagaimana telah direncanakan. 
Keduan faktor penghambat tersebut sekaligus menjadi faktor peluang 
dalam rangka menciptakan inovasi setiap anggotan masyarakat pada 
umumnya dan anggota organisasi pada khususnya.  
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II.2  Konsep Program 
Program merupakan sistem. Sedangkan sistem adalah satu kesatuan 
dari beberapa bagian atau komponen program yang saling kait-mengait dan 
bekerjasama satu dengan lainnya untuk menciptakan tujuan yang sudah 
ditetapkan ditetapkan dalam sistem. Dengan begitu, program terdiri dari 
komponen-komponen yang salin berkait dan saling menunjang dalam rangka 
mencapai suatu tujuan.(Suharsimi, 2014:9) 
Secara umum, pengertian program adalah penjabaran dari suatu 
rencana. Dalam hal ini, program merupakan bagian dari perencanaan, sering 
pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu 
kegiatan. Program-program tersebut merupakan sarana pemerintah dalam 
meningkatkan harkat dan kehidupan rakyat. Untuk lebih memahami 
mengenai pengertian program , berikut ini akan dikemukakan defenisi oleh 
beberapa ahli: 
Pariata Westra dkk (1989:236) mengatakan bahwa program adalah 
rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan 
beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. 
Menurut sindhunata, mengatakan bahwa:Program adalah kelompok 
pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk member tahu 
bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. 
Sondang P.Siagian (2006:117) mengatakan bahwa Perumusan 
Program kerja merupakan perincian dari pada suatu rencana dalam 
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hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud 
berbagai macam bentuk dan kegiatan. 
Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam buku Pengantar Administrasi 
Pembangunan (1987:19) yang mengemukakan bahwa program adalah cara 
untuk memilih dan menghubungkan dalam rumusan tindakan yang kita 
anggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
Sedangkan menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) Program 
merupakan 
“A program can be defined as a comprehensive plan that includes 
futureuse of different resources in an integrated pattern and establish a 
sequenceof required action and time schedules for each in order to achieve 
statedobjective. The make up of a program can include objectives, policies, 
procedures, methods, standards and budgets”. 
 
Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif 
yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan 
terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, 
kebijakan, prosedur, metode, standard an budjet. Pikiran yang serupa 
dikemukakan oleh Siagian (2002), program harus memiliki cirri-ciri sebagai 
berikut: 
1. Sasaran yang dikehendaki. 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tertentu 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya. 
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan. 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya  
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Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) 
harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang 
saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan 
keuntungan keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan akan 
program tersebut. 
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan 
program pembangunan lainnya. 
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan 
tenaga pembiayaan dan lain-lain untukmelaksanakan program harus 
dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar mencapai 
tujuan melalui partisipasi dari masyarakat. 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
program adalah perincian suatu rencana. 
II.2  Peraturan Desa Bone-bone Nomor 1 Tahun 2009.  
Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok 
masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak 
dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. 
Hal ini tidak hanya berlaku dikota-kota besar namun juga terjadi di desa-desa 
terpencil, dimana remaja dan anak-anak yang masih sangat muda dengan 
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rentan usia tertentu sudah mulai mengkonsumsi rokok dalam keseharian. 
Berdasarkan hal sperti inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya 
aturan berupa peraturan desa di desa Bone-bone yang melarang masyarakatnya 
untuk mengkonsumsi rokok dalam kehidupan.  
Peraturan desa Bone-bone tentang kawasan tanpa asap rokok ini resmi 
menjadi peraturan desa pada tahun 2009. Namun demikian, proses perumusan 
dan pelaksanaan aturan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2006 silam, 
akan tetapi pada saat itu aturan ini masih sebatas norma atau kearifan lokal 
yang disepakati oleh masyarakat desa.  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, 
dikemukakan bahwa tujuan utama pembentukan aturan kawasan tanpa rokok 
oleh pemerinah desa Bone-bone ini adalah untuk pembangunan, pada awalnya 
masyarakat mengakaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, 
berdasarkan pemikirannya bahwa orang yang merokok tidak akan berhasil 
dalam pendidikan dan orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak akan 
mampu membangun dan mengembangkan Desa Bone-Bone. Kedua, dari segi 
ekonomi, mereka befikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak 
uang untuk membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan 
kurang dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Ketiga, 
masalah kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak rokok 
bagi kesehatan, mereka hanya mengganggap secara umum bahwa orang yang 
merokok akan terganggu pada kesehatannya dan berpengaruh terhadap 
aktivitasnya sehari-hari. Keempat masalah agama, mereka mengatakan bahwa 
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merokok adalah haram karena menyakiti badan. Berdasarkan latar belakang ini, 
Pada tahun 2009 pemerintah desa Bone-bone resmi membentuk peraturan desa 
(Perdes) Bone-bone Nomor 01 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap 
Rokok.  
II.3 Kerangka Pikir 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melihat gambaran mengenai 
jenis dan level inovasi. Jenis inovasi yang digunakan menurut Halversen dkk 
(2003) yaitu: Incremental innovation to radical, Top down innovation to 
bottom-up innovation, Need led innovations anda efficiency-led innovation. 
Sedangkan level inovasi peneliti menggunakan teori dari UN sesuai dengan 
kriteria best practices. Adapun kriteria tersebut terdiri dari enam yaitu 
dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, kesetaraan gender, dan 
inovasi dalam konteks lokal. Dengan adanya inovasi program kawasan 
bebas asap rokok jika dikaitkan dengan teori yang ada maka akan 
menciptakan daerah yang sehat bebas dari asap rokok dan memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat. Kerangka piker yang ada dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1.  Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti 
sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam 
rangkamengetahui bagaimana inovasi program kawasan bebas asap rokok 
di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.  
III.2.  Tipe Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif terbatas pada 
usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa yang 
sebenarnya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan 
gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang 
diteliti. 
Oleh karena itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-
masalah yang diteliti tentang inovasi program Kawasan Tanpa rokok.   
III.3.  Fokus Penelitian 
Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada proses terjadinya 
inovasi program kawasan bebas asap rokok, tipe inovasi kawasan bebas 
asap rokok, dan level inovasi program kawasan bebas asap rokok di desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.  
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Proses terjadinya inovasi dilihat dari bagaimana langkah proses 
terjadinya inovasi program kawasan bebas asap rokok didesa Bone-bone 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Untuk melihat Tipe inovasi 
digunakan 3 (tiga) spectrum inovasi dalam sektor publik menurut Halversen 
dkk (2003) dalam Sangkala MA, yaitu: 
1. Incremental innovation to radical innovation, tipe ini ditandai dengan 
adanya perubahan yang sangat mendasar dan secara keseluruhan 
dari proyek atau proses layanan yang sudah ada. Untuk menentukan 
tipe ini peneliti melihat perubahan yang terjadi terhadap proyek atau 
proses layanan yang telah diterapkan sebelumnya dengan inovasi 
yang dikembangkan. 
2. Top down innovation to bottom up innovation, ditandai dengan 
adanya perubahan yang terjadi dari segi sistem dengan artian bahwa 
terjadi perubahan yang mengarah kepada perubahan perilaku dari top 
manajemen, middle dan lower manajemen. Dalam  menentukan tipe 
ini peneliti melihat perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat 
dimulai dari pemimpin sampai pada masyarakat biasa .  
3. Need led innovations and efficiency-led innovation, merupakan 
perubahan yang terjadi dari inovasi proses yang terjadi sebelumnya 
untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan 
atau prosedur yang sudah ada lebih efisien. Dalam menentukan tipe 
ini peneliti melihat program yang diterapkan sudah lebih efisien 
dibandingkan dengan program sebelumnya.  
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Sedangkan level inovasi menggunakan kriteria best practices 
menurut UN (dalam Sangkala 2013:8) yang terdiri atas: 
1. Dampak (Impact), dalam level inovasi yang dimaksud dengan 
dampak yaitu sejauhmana program tersebut mampu memberikan 
dampak positif terhadap sejumlah pihak. Untuk menilai hal tersebut 
peneliti berupaya membandingkan antara sebelum dan sesudah 
adanya program diterapkan. Oleh karena itu semakin tinggi dampak 
yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin inovatif program 
tersebut.  
2. Kemitraan (partnership), yaitu sejauhmana kerjasama dan 
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 
perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program yang 
dikembangkan. Untuk mencerminkan unsur partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Penilaiaannya diukur dari sejauhmana tingkat kemitraan yang terjadi 
yaitu semakin tinggi tingkat kemitraan antara pemerintah dengan 
pemangku kepentingan lainnya, maka semakin baik level inovasi 
program tersebut. 
3. Keberlanjutan (sustainability), dalam konteks penerapan program 
kawasan bebas asap rokok di desa bone-bone yakni adanya 
dukungan berbagai elemen terkait. Elemen terkait yang dimaksud 
adalah dukungan pemerintah daerah, dukungan dari unsur 
masyarakat, dukungan lingkungan, dan sumberdaya manusia.  
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4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (leadership dan 
community empowerment), yaitu kemampuan para pengambil 
kebijakan dalam mengarahkan dan mengawasi sumberdaya, elemen 
pendukung, serta instrument yang dimilikinya untuk mencapai tujuan 
program yang dicanamkan serta tidak terlepas dari aspek teknik yang 
digunakan dalam pengorganisasian dan realisasi tindakannya. Serta 
sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses penerapan 
program kawasan bebas asap rokok di desa bone-bone. 
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (gender equality dan 
social inclusion), yaitu merujuk kepada pemahaman adanya 
kesamaan kedudukan dan perlakuan secara hokum yang dialami oleh 
masyarakat. Dalam konteks inovasi program, kesetaraan masyarakat 
bermakna kedudukan dan perlakuan yang diterima oleh masyarakat 
pelaksana program kawasan bebas asap rokok. 
6. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer (innovation with in 
local content dan transferability). Dalam lokal merujuk kepada aspek-
aspek kebutuhan masyarakat, sumberdaya internal yang dimiliki 
aspek kebudayaan setempat, serta aspek program yang dikenal 
sebelumnya. 
III.4.  Lokasi Penelitian 
Lokasi  penelitian ini yaitu di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang, sebagai lokasi penerapan peraturan desa tentang 
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kawasan bebas asap rokok. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena 
daerah Bone-bone dianggap daerah yang unik. 
III.5. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip 
oleh Lexi J.Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber 
data, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang 
dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan 
sebenarnya dilapangan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari 
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi 
dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi 
penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-
laporan penelitian. 
III.6.  Informan  
Dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai 
pengetahuan tentang masalah penelitian yang akan diteliti guna memperoleh 
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data dan informasi yang akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
- Kepala Desa Bone-Bone 
- Tokoh masyarakat 
- Petugas kesehatan 
- Pelajar  
III.7.  Teknik Pengumpulan Data 
  Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para 
informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang 
mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lofland 
and Lofland dalam Moleong (2001:112) bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
  Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 
dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
a. Observasi, ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap 
objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang akurat 
mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi 
antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi 
dilapangan. 
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b. Wawancara, adalah kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang 
atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh 
data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. 
Wawancara dilakukan peneliti dengan aparat desa di desa Bone-
bone sebagai lokasi penelitian. 
c. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi 
dalam bentuk gambar. 
III.8.  Teknik Analisis Data 
Dalam rangka menjawab permasalah penelitian, maka analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang 
berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari 
data yang dinyatakan dalam bentuk peryataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran 
setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang 
ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) 
dan wawancara mendalam penulis dengan para informan. Hasil 
pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu 
(display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan 
penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat 
menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi 
terhadap fenomena yang hadir  dalam penelitian (Maleong.2001). 
 
  
42 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 
pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih 
lanjut. Berikut gambaran mengenai Kabupaten Enrekang dan Desa Bone-
Bone. 
IV.1.1 Gambaran umum Kabupaten Enrekang 
 Kabupaten Enrekang merupakan ibukota Enrekang yang terletak ± 
235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografis Kabupaten Enrekang 
terletak pada koordinat antara 3° 14’ 36” sampai 3° 50’ 00” Lintang Selatan 
dan 119° 40’ 53” sampai 120° 06’ 33” Bujur Timur. dengan luas wilayah 
sebesar 1.786,01 Km².  
Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :  
 Sebelah Utara   : Kabupaten Tana Toraja ; 
 Sebelah Selatan  : Kabupaten Sidrap; 
 Sebelah Timur   : Kabupaten Luwu dan Sidrap ; 
 Sebelah Barat   : Kabupaten Pinrang ; 
 Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang 
memiliki kekhasan. Hal ini disebabkan karena kebudayaan Enrekang yang 
termasuk dalam rumpun Massenrempulu berada di antara kebudayaan 
Bugis, Mandar, dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang diguanakan di 
Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun 
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etnik yang berbeda di Massenrempulu’, yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan 
Maiwa. Bahasa Duri, dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla’, Baraka, 
Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian besar penduduk di 
Kecamatan Anggeraja, dan sebagian kecil dari Kecamatan Enrekang. 
Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk oleh penduduk di Kecamatan 
Enrekang, Cendana, dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. 
Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan 
Kecamatan Bungin. Melihat kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa 
masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten 
Enrekang menjadi kabupaten Massenrempulu’, sehingga terjadi keterwakilan 
dari sisi sosial budaya. 
 Komoditi unggulan Kabupaten Enrekang yaitu sektor perkebunan, 
pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa. Sektor perkebunan komoditi 
unggulannya adalah kakao, kopi, kelapa, aren, cengkeh, kemiri, lada, dan 
vanili. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung, 
kedelai, kentang, nanas, pisang, ubi jalar, ubi kayu, sektor perikanan 
komoditinya adalah budidaya kolam, budidaya sawah, sektor peternakan 
komoditinya adalah sapi, kambing, kerbau, kuda, Sedangkan sub sektor jasa 
berupa yaitu wisata alam dan wisata budaya.  
IV.1.2 Gambaran umum Desa Bobe-Bone 
 Desa Bone-bone masuk wilayah kecamatan Baraka dengan luas 
wilayah desa Bone-Bone 19.16 hektar. Dari keluasan wilayah yang begitu 
potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum 
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digali saat ini. Secara geografis desa bone-bone berada di wilayah selatan 
kabupaten Enrekang adapun batas-batas desa  yaitu;: 
Sebelah Utara    : Desa Pepandungan 
   Sebelah Selatan  : Desa latimojong kec. Buntu Batu 
Sebelah Timur     : Desa Latimojong Kec.Basten kab.Luwu Utara 
Sebelah Barat     : Desa Kendenan.Baraka 
 Desa Bone-Bone  berjarak tempuh dari ibu kecamatan 18.00 km dan 
waktu tempuh sekitar satu jam dan dari ibu kota kabupaten jarak tempuh 59 
km dengan waktu tempuh 2 jam menggunakan motor ataupun mobil. 
IV.1.2.1 Sejarah Desa 
Desa Bone-Bone terbentuk pada tahun 2000 dan merupakan hasil 
pemekaran dari Dusun Bone-Bone Desa pepandungan. Dusun Bone-Bone 
selama 16 tahun belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah yang 
dirasakan oleh masyarakat, kecuali pembangunan swadaya masyarakat, 
padahal masyarakat pada umumnya berada dibawah garis kemiskinan. 
Pada tahun 2000 Desa Bone-Bone mengalami berbagai kemajuan 
pembangunan dan masyarakat semakin sadar sehingga Desa Bone-Bone 
menjadi kawasan tanpa rokok. Program ini berjalan selama lima tahun dan 
mengalami kemajuan dan dorongan masyarakat begitu pula tamu-tamu yang 
datang. 
Tahun 2006 tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama 
bermusyawarah untuk menjadikan Bone-Bone menjadi Desa, kemudian 
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dibentuk kepengurusan, administrasi, hingga tahun 2008 diresmikan menjadi 
Desa Bone-Bone yakni pada tanggal 3 Januari 2008. 
IV.1.2.2 Demografi 
Desa Bone-Bone merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah 
Kecamatan Baraka yang terletak 18 KM kearah timur dari ibu kota 
kecamatan Baraka. Desa Bone-Bone mempunyai luas wilayah ±19.165 Km²  
Iklim Desa Bone-Bone,sebagaimana desa-desa lain di wilayah 
Indonesia mempunyai musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut 
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 
Bone-Bone Kecamatan Baraka. 
IV.1.2.3 Keadaan Sosial 
 Tingkat Pendidikan 
 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bone-Bone adalah sebagai berikut: 
TABEL IV.1.2.3 
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI DESA BONE-BONE 
Pra Sekolah SD SMP SLTA Sarjana 
130 org 108 org 47 org 20 org 25 org 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 18 
 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di 
desa Bone-bone tergolong tinggi karena jumlah masyarakat yang 
mengenyam pendidikan lebih besar dari jumlah masyarakat yang belum 
sekolah. 
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IV.1.2.4 Keadaan Ekonomi 
 Mata Pencarian  
Karena Desa Bone-Bone merupakan Desa agraris, maka sebagian 
besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya 
sebagai berikut: 
TABEL IV.1.2.4 (1) 
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI DESA BONE-BONE 
 
PETANI PEDAGANG PNS BURUH 
793 org 6 org 3 org 0 org 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 18 
 
Dari data diatas terlihat jelas bahwa masyarakat di Desa Bone-Bone 
memiliki mata pencarian sebagian besar sebagai petani. Adapun hasil 
pertanian terbanyak adalah kopi, padi dan nilam. Perlu kita ketahui bahwa 
hasil pertanian dari desa Bone-Bone merupakan produk-produk yang bisa 
bersaing ditingkat nasional. Misalnya saja kopi yang dihasilkan oleh para 
petani di Desa Bone-Bone terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas 
dan berhasil meraih peringkat pertama pada tahun 2008 dalam konteks 
kualitas kopi terbaik se-Indonesia.  
Selain kopi, padi yang ditanam oleh petani di desa bone-bone juga 
memiliki kekhasan tersendiri yang jarang ditemui di daerah lain, hal ini 
karena aroma yang dihasilkan memiliki keharuman yang luar biasa. Beras 
yang dihasilkan dari tanaman padi tersebut dinamanakan “pulu’ Mandoti” dan 
merupakan makanan khas Kabupaten Enrekang. Selain sebagai petani 
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masyarakat desa Bone-Bone juga berprofesi sebagai pedagang dan PNS 
meskipun jumlahnya masih tergolong sangat rendah. 
Pemilikan Ternak 
Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bone-Bone adalah 
sebagai berikut: 
TABEL IV.1.2.4 (2) 
KEPEMILIKAN TERNAK MASYARAKAT DI DESA BONE-BONE 
AYAM/ITIK KAMBING SAPI KERBAU LAIN-LAIN 
400 ekor 36 ekor 33 ekor  105 ekor 17 ekor 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 19 
 
Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat di desa bone-bone 
selain sebagai seorang petani mereka juga memiliki hewan ternak, dan 
hewan yang paling banyak dipelihara didesa Bone-bone adalah ayam/itik. 
IV.1.2.5 Kondisi Pemerintahan Desa 
 Jumlah Penduduk  
 Desa Bone-Bone mempunyai jumlah penduduk 794 jiwa yang 
tersebar dalam 3 (tiga) dusun dengan perincian sebagai berikut: 
TABEL IV.1.2.5 (1) 
JUMLAH PENDUDUK MASYARAKAT DI DESA BONE-BONE 
 
Dusun BT.BILLA Dusun BUNGIN-
BUNGIN 
Dusun PENDOKESAN 
307 org 303 org 184 org 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 19 
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   Data diatas menunjukkan bahwa di desa bone-bone terdiri dari tiga dusun. 
Dari ketiga dusun tersebut dusun yang paling banyak memiliki penduduk adalah 
dusun Buntu Billa, kemudian dusun Bungin-Bungin, dan yang paling sedikit 
adalah dusun Pendokesan yang hampir ½ penduduk dari Dusun Buntu Billa. 
Berdasarkan jumlah kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut: 
TABEL IV.1.2.5 (2) 
DATA PENDUDUK BONE-BONE BERDASARKAN KELOMPOK UMUR 
No Golongan Umur 
Jenis kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1 0-12 Bulan 10 7 17 
2 13 Bulan-4 Tahun 45 40 85 
3 5-6 Tahun 53 35 88 
4 7-12 Tahun 64 41 105 
5 13-15 Tahun 58 40 98 
6 16-18 Tahun 36 39 75 
7 19-25 Tahun 21 26 47 
8 26-35 Tahun 55 36 91 
9 36-45 Tahun 39 30 69 
10 46-50 Tahun 13 17 30 
11 51-60 Tahun 26 10 36 
12 51-60 Tahun 27 19 46 
13 Lebih dari 75 tahun 4 3 7 
 JUMLAH 451 343 794 
    Sumber: Hasil analisis potensi desa dan tingkat perkembangan desa Bone-bone tahun 2012. 
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Dari tabel di atas di ketahui bahwa penduduk yang ada di desa bone-
bone lebih banyak kaum laki-laki dengan jumlah 395 jiwa sedangkan kaum 
perempuan 311 jiwa. 
Sarana dan Prasarana Desa 
Kondisi sarana dan prasarana Desa Bone-Bone secara garis besar  
adalah sebagai berikut: 
TABEL IV.1.2.5 (3) 
SARANA DAN PRASARANA DESA BONE-BONE 
Balai Desa Jalan Kab. Jalan Kec. Jalan Desa Masjid 
1 buah 55 km 18 km 6 km 2  buah 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 19 
 
 Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di desa 
Bone-bone masih minim dan perlu pengembangan sarana desa untuk 
kedepannya.  
 
IV.1.2.6 Kondisi kesehatan masyarakat desa 
Berikut 10 daftar penyakit terbanyak yang sering dirasakan oleh  
warga di Desa Bone-Bone pada bulan Oktober 2015; 
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TABEL IV.1.2.6 
DATA 10 PENYAKIT TERBANYAK DI DESA BONE-BONE 
BULAN OKTOBER 2015 
 
No 
 
JENIS PENYAKIT 
JUMLAH PENDERITA 
L P 
1 ISPA 0 2 
2 HIPERTENSI 3 2 
3 COMMOND COLD 8 8 
4 REMATIK 4 3 
5 DERMATITIS ALERGI 5 8 
6 CEPALGIA 3 12 
7 DIARE 2 1 
8 KONJUNGTIVITIS 1 0 
9 FARINGITIS 0 0 
10 GASTRITIS 2 4 
Sumber : Data Sekunder dari Poskesdes Bone-bone Tahun 2015 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyakit yang paling banyak 
diderita warga Bone-Bone pada bulan Oktober 2015 yaitu penyakit 
Commond Cold dengan jumlah penderita 16 orang. Penyakit Commond Cold 
atau yang dikenal dengan pilek merupakan penyakit yang diakibatkan oleh 
virus pada cuaca dingin. Jika dilihat secara keseluruhan 10 penyakit yang 
sering diderita warga Bone-Bone bukan disebabkan oleh rokok, melainkan 
disebabkan oleh virus dan bakteri akibat kondisi cuaca yang sering berubah. 
Penderita penyakit yang terdata di poskesdes juga terlihat kebanyakan 
warga perempuan yang tidak merokok.  
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IV.1.2.7 Struktur Organisasi Desa 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 
DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA 
KABUPATEN ENREKANG 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: RPJMDes Tahun 2014-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten  Enrekang. hal 20. 
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Visi Misi Desa Bone-Bone tahun 2015-1019 
 Visi  : “Menjadikan Desa Bone-Bone Menjadi Desa Sehat” 
 Misi  :  
1. Mendorong peningkatan layanan masyarakat melalui 
kelembagaan desa, 
2. Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum 
desa, 
3. Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat, 
4. Perlunya peningkatan sumber daya manusia, 
5. Mendorong adanya jaminan harga pertanian, 
6. Mendorong optimalisasi sumber daya sector industry rumah 
tangga usaha kecil dan menengah, 
7. Mendorong optimalisasi peternakan, 
8. Mendorong optimalisasi perikanan. 
IV.2 Hasil Penelitian 
Kawasan bebas asap rokok merupakan sebuah aturan yang 
dikeluarkan oleh bapak kepala Desa Bone-Bone dan dimuat dalam Peraturan 
Desa Bone-Bone nomor 1 tahun 2009 demi menciptakan kesejahteraan 
masyarakat melalui desa sehat. Merupakan sebuah inovasi karena aturan 
yang dikeluarkan adalah program baru yang belum ada sebelumnya dan 
setelah diterapkan  dapat membawa dampak dan perubahan yang sangat 
baik terhadap masyarakat setempat sesuai dengan konsep Best Practice. 
Aturan yang dibuat bukan hanya berlaku di tempat umum namun di seluruh 
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kawasan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Dalam 
aturan itu masyarakat dilarang merokok, menjual, ataupun mengiklankan 
produk rokok/tembakau di Desa Bone-Bone.  
Berikut adalah hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang 
ada: 
IV.2.1 Proses terjadinya inovasi  
Proses terjadinya inovasi dilihat dari bagaimana langkah atau proses 
yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga muncul inovasi program 
tentang kawasan bebas asap rokok di desa bone-bone. Berdasarkan 
Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok 
merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh bapak Drs.Idris selaku 
kepala Desa Bone-Bone melalui kesepakatan dengan para tokoh 
masyarakat. Adapun latar belakang munculnya inovasi ini berangkat dari 
kekhawatiran para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat di Desa 
tersebut dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang merokok. Bukan hanya 
di kalangan orang tua atau orang dewasa saja namun juga anak-anak usia 
dini 6-12 tahun mulai mengisap rokok. 
Selain itu rokok juga sangat berpengaruh pada berbagai aspek 
kehidupan seperti aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan agama. 
Sehingga pada tahun 2000 para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh 
pemuda serta tokoh pendidik berkumpul untuk membahas tentang keinginan 
menjadikan wilayah Bone-Bone sebagai kawasan bebas asap rokok, saat itu 
desa bone-bone belum dimekarkan dan masih sebagai dusun bone-bone 
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desa Pepandungan. Pada awalnya peraturan tentang larangan merokok 
hanya berlaku dijalanan saja, kemudian setelah ada perubahan selanjutnya 
masyarakat dilarang merokok di jalanan dan dirumah.  
Dengan melihat kondisi yang semakin baik dan masyarakat mulai 
merasakan dampak dari larangan merokok maka aturan itu tidak lagi berlaku 
hanya di jalanan dan dirumah saja namun berlaku diseluruh kawasan bone-
bone. Pada tahun 2008 dusun bone-bone di mekarkan menjadi Desa Bone-
bone, dan pada tahun 2009 dikeluarkanlah peraturan desa nomor 1 tahun 
2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang.  
Selanjutnya dipertegas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
bapak kepala Desa Bone-Bone periode 2014-2019 sebagai berikut: 
“…begini, awalnya itu kita melihat anak-anak disini yang masih kecil 
sudah merokok, baru 6 tahun sudah mulai merokok, bahkan ada itu yang 
baru berumur 5 tahun sudah mencoba merokok, kita juga melihat kondisi 
pendidikan yang sangat rendah, disini banyak anak-anak yang putus 
sekolah karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka. Maka 
dari itu pak Idris yang menjabat sebagai kepala dusun waktu itu 
mengumpulkan kita para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda 
untuk membahas hal itu. Dan akhirnya kita sepakat untuk melarang 
masyarakat merokok, tapi saat itu masyarakat Cuma dilarang merokok di 
jalanan, kalau mau merokok yah dirumahnya. Nanti setelah sekitar tahun 
2005 kita lihat sudah ada perubahan pada masyarakat maka aturan itu 
bukan hanya dijalanan saja orang dilarang merokok tapi juga dirumahnya, 
jadi kalau mau merokok harus dikebunnya. Karena semakin bagus 
dampaknya sudah banyak juga perubahan maka selanjutnya kita ubah 
lagi aturannya yaitu tidak boleh merokok di kawasan Bone-Bone kalau 
mau merokok yah keluar dari bone-bone. Setelah dusun ini dimekarkan 
jadi Desa Bone-bone pada tahun 2008 maka dibuatlah peraturan Desa 
tentang Kawasan Bebas Asap Rokok…”(hasil wawancara pada tanggal 30 
Januari 2016). 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa inovasi itu 
muncul dari inisiatif pak idris selaku kepala Desa Bone-Bone. Adanya 
Kesadaran masyarakat akan bahaya rokok membuat desa yang dulunya 
sangat memprihatinkan sekarang telah menjadi desa yang dibanggakan. 
Program yang diterapkan sejak tahun 2000 telah dinobatkan sebagai desa 
pertama di Indonesia bahkan didunia yang telah berhasil menerapkan 
Kawasan Bebas Asap Rokok. Proses terjadinya inovasi program kawasan 
bebas asap rokok dapat digambarkan sebagai berikut; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar IV.1 
Proses terjadinya inovasi program kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone 
 
IV.2.2 Tipe Inovasi 
Terdapat 3 (tiga) tipe spektrum inovasi dalam sektor publik menurut 
Halversen dkk  (2003) dalam Sangkala MA (2013:30) yaitu; 
a. Incremental innovation to radical innovation 
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Merupakan perubahan yang sangat mendasar dan secara 
keseluruhan dari proyek atau proses layanan yang sudah ada. Hal ini tidak 
terjadi pada inovasi dalam sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah 
Desa Bone-Bone. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa 
merupakan kebijakan baru dan belum ada sebelumnya.   
b. Top down innovation to bottom up innovation 
Inovasi dalam sektor publik yang ditandai dengan adanya perubahan 
yang terjadi dari segi sistem dengan artian bahwa terjadi perubahan yang 
mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen, middle, dan 
lower manajemen. Hal ini terjadi pada inovasi kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah desa Bone-Bone. Dan dapat dilihat dari kebijakan tentang 
Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone merupakan kebijakan yang 
berawal dari inisiatif Kepala Desa kemudian ke tokoh masyarakat dan tokoh 
agama selaku pembuat kebijakan kemudian ke masyarakat biasa selaku 
pelaksana kebijakan.  
c. Need led innovations and efficiency-led innovation 
Perubahan yang terjadi dari inovasi dalam sektor publik ditandai 
dengan adanya inovasi proses yang terjadi sebelumnya untuk 
menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur 
yang sudah ada lebih efisien. Hal ini tidak terjadi pada inovasi yang dilakukan 
oleh pemerintah desa bone-bone karena kebijakan yang dikeluarkan 
merupakan kebijakan yang belum ada sebelumnya dan merupakan hal yang 
baru di desa  tersebut. 
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IV.2.3 Level Inovasi 
Level inovasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk 
melihat sejauh mana kualitas pelayanan dalam penerapan inovasi program 
yang diterapkan sesuai dengan kriteria Best Practice menurut UN dalam 
Sangkala MA (2013:8) yaitu:   
a.  Dampak (impact) 
Level inovasi yang dimaksud dalam aspek dampak yaitu sejauhmana 
program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap sejumlah 
pihak. Dari program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone-Bone 
tentang larangan merokok sangat berdampak baik dikalangan masyarakat. 
Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dari segi aspek kesehatan namun 
juga berdampak pada aspek ekonomi, pendidikan, dan lingkungan juga 
Nampak bersih dan sehat.  
Dari aspek kesehatan sudah jelas kita ketahui bahwa merokok dapat 
menimbulkan berbagai macam penyakit, juga telah tertera pada pembungkus 
rokok bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. 
Sebelum diterapkannya aturan tentang larangan merokok banyak 
masyarakat yang sakit-sakitan seperti batuk-batuk dan cepat lelah. Apalagi di 
desa Bone- Bone pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang 
butuh kekuatan dalam beraktifitas. Namun sekarang penyakit yang diderita 
masyarakat kebanyakan penyakit yang bukan ditimbulkan akibat rokok 
namun karena faktor usia dan pergantian cuaca. Hal ini dinyatakan oleh 
salah satu warga di Desa Bone-Bone yaitu; 
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“…Bagus, kan kalau tidak merokok orang itu sehat, dulu bapak 
dirumah selalu batuk-batuk, sekarang tidakmi. dia cepat sekali capek 
narasa kalau pergi kebun. Tapi setelah berhenti merokok sudah 
nyamanmi narasa...”. (wawancara pada tanggal 29 Januari 2016) 
  
Selain dari warga, selanjutnya dipertegas oleh salah satu petugas 
kesehatan Di POSKESDES, yang dinyatakan sebagai berikut: 
“ kalau dulu sebelum diterapkan aturan itu saya tidak tau karena saya 
juga baru beberapa tahun kerja disini, tapi kalau dilihat data dari 
kesehatan masyarakat yang datang memeriksa kebanyakan itu orang tua 
dan anak-anak, kalau orang tua itu kebanyakan hipertensi yah penyakit 
orang tua, kalau anak-anak itu penyakit ISPA dan diare. Itu penyakit yang 
bukan disebabkan karena rokok tapi biasanya akibat dari pergantian 
cuaca seperti sekarang ini..” (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 
2016). 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa merokok 
sangat berdampak pada aspek kesehatan manusia. Dengan adanya program 
yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dapat membawa dampak yang 
sangat baik bagi kesehatan masyarakat di Desa bone-Bone. 
Selanjutnya jika dilihat dari aspek ekonomi dan pendidikan sebelum 
adanya program tersebut pendapatan perekonomian tergolong rendah, 
kebutuhan akan hidup masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. 
Salah satu yang membuat perekonomiannya rendah karena Merokok 
dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Minimnya pendapatan masyarakat 
membuat mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka juga 
karena kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan. Dan 
setelah aturan tersebut diterapkan maka perekonomian masyarakat sudah 
mulai membaik karena merokok yang dulunya merupakan sebuah kebutuhan 
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dan membutuhkan biaya sekarang sudah tidak lagi menjadi kebutuhan. Dan 
lebih mengutamakan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya kelak. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak kepala Desa Bone-Bone yaitu: 
“…yaa itu kalau dulu masyarakat banyak yang merokok sedang 
pendapatan mereka tergolong rendah, pernah ada dari keungan daerah 
datang dan menghitung keuangan dampak merokok, kalau dihitung-hitung 
itu harga rokok Rp10.000,- saja/bungkus baru rata-rata orang merekok 2 
bungkus/hari . kalau dikali itu Rp.20.000/hari satu bulan bisa sampai 
Rp600.000.- kan lumayan untuk menyekolahkan anak mereka. Dulu masih 
sangat jarang yang sekolah, kalaupun sekolah paling tamat SD, SMP 
sama SMA. Dan sekarang sudah dilihat dampaknya, anak-anak disini 
sudah tidak ada yang tidak sekolah, bahkan sudah banyak yang keluar 
daerah melanjutkan sekolah diperguruan tinggi dan sekarang juga sudah 
ada pesantren yang kita buat di Jakarta khusus untuk masyarakat Bone-
Bone. Sekarang juga tidak jarang Anak anak disini sudah menjdi hafiz 
qur’an…” (hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2016). 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak 
merokok dari segi perekonomian dan pendidikan sangat berdampak pada 
kehidupan masyarakat desa karena dengan berhentinya mereka merokok 
para orangtua sudah mampu menyekolahkan anak mereka sampai ke 
perguruan tinggi dan tidak jarang dari anak mereka mendapat prestasi 
disekolahnya.  
Selain dampak kesehatan, ekonomi dan pendidikan adanya program 
yang dikeluarkan oleh pemerintah desa juga sangat berdampak pada 
lingkungan sekitar, seperti yang dirasakan langsung oleh peneliti saat berada 
dilokasi penelitian. Lingkungan yang ada terlihat bersih, segar, asri, dan 
nyaman. 
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b. Kemitraan (partnership) 
Kemitraan bermakna sejauhmana kerjasama dan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program yang dikembangkan. Peraturan Desa 
Bone-bone tentang Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan hasil 
kesepakatan dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan 
tokoh pemuda. Hal ini dapat dilihat bahwa kemitraan yang terjalin dalam 
pelaksanaan program sangat baik karena mulai dari perencanaan program 
sampai pada evaluasi program selalu melibatkan partisipasi masyarakat. 
Hasil yang dicapai juga sudah maksimal dengan adanya kerjasama yang 
baik antara pemerintah desa, pemangku kepentingan dan masyarakat di 
Desa Bone-Bone. Lebih lanjut dipertegas oleh Bapak kepala Desa Bone-
Bone bahwa: 
“… mulai dari merencanakan aturan ini kita selalu berkumpul antara 
pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk 
merencanakan, sampai menyepakati aturan ini. Kemudian dalam 
pelaksanaannya masyarakat juga ikut berpartisipasi meskipun awalnya 
menolak untuk diadakan aturan larangan merokok. Sampai pada evaluasi 
kita tidak lakukan dengan ketat karena kita hanya mengharapkan 
kesadaran dari masyarakat. Paling untuk mengetahui apakah masih ada 
yang merokok atau tidak, kita Tanya ke anak-anaknya karena kan anak-
anak tidak pernah borbohong, kadang kita Tanya ‘masih merokokkah 
bapakmu kalau dirumah? Kalau dia bilang iyah kita mencoba mendatangi 
rumahnya dan melakukan pendekatan secara persuasive dan 
memberikan pemahaman tentang bahaya merokok. Sekalipun kita sudah 
tidak pernah lagi menemukan orang yang merokok di wilayah ini bukan 
berarti di Desa ini sudah benar-benar jauh dari rokok pasti adalah yang 
merokok dirumahnya secara sembunyi-sembunyi, namun setidaknya 
mereka menghargai aturan yang telah ditetapkan tapi saya kira sudah 
sangat jarang yang merokok kalaupun ada ada paling Cuma satu dua 
orang saja..” (wawancara tanggal 29 januari 2016) 
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Dari hasil wawancara tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa 
terjalin kerjasama yang baik antara semua elemen yang terkait. Mulai dari 
perumusan program sampai pada proses evaluasi dan bahkan anak-anak 
sekalipun dilibatkan dalam mengevaluasi program yang telah ditetapkan.  
c.  Keberlanjutan (sustainability) 
Makna keberlanjutan dalam konteks program Kawasan Bebas Asap 
Rokok di Desa Bone-Bone yakni adanya dukungan dari berbagai elemen 
terkait. Elemen terkait yang dimaksud adalah dukungan pemerintah daerah, 
dukungan dari masyarakat, dukungan lingkungan, dan sumber daya 
manusia. 
Permasalahan keberlanjutan tergantung bagaimana upaya 
pemerintah desa dalam mempertahankan inovasi yang yang telah diciptakan 
demi mencapai cita-cita pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari Visi 
Kepala desa yang sekarang yaitu “Menjadikan Desa Bone-Bone menjadi 
Desa sehat”. Adanya Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan 
demi mewujudkan desa yang sehat. Selain itu, para pemuda sebagai 
generasi penerus harus dibina dari sekarang agar budaya yang ada tidak 
hilang dan aturan ini tetap berlanjut nantinya. Adapun yang dilakukan oleh 
pemerintah desa adalah dengan membina anak-anak yang ada di desa 
bone-bone dengan penguatan lebih kepada etika dan moral dan pemahaman 
tentang agama. Seperti yang dipaparkan oleh bapak kepala desa bahwa: 
“..demi keberlanjutan program ini kita bina memang anak-anak tapi 
lebih kepada etika dan moralnya, misalnya kalau sudah sholat subuh 
anak-anak tinggal di masjid belajar sampai jam 6. Mereka menghafal al-
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Qur’an dan juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan. 
Kalau tiba saatnya bulan Ramadhan selama satu bulan yang naik 
ceramah itu adalah anak-anak sebagai bentuk pembelajaran bagi 
mereka..” (wawancara tanggal 29 Januari 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
keberlanjutan dari program ini, selain dijadikan visi misi pemerintah desa  
juga salah satu cara untuk melanjutkan program ini adalah dengan membina 
anak-anak sebagai generasi penerus nantinya.  
Perhatian dari pemerintah daerah sudah ada setelah program 
peraturan desa bone-bone berhasil diterapkan. Terbukti dengan adanya 
perbaikan sarana dan prasarana desa bone-bone seperti pembangunan 
PUSKESDES, dan perbaikan jalan di Desa Bone-Bone. 
d.  Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat ( leadership and 
community empowernment) 
Kepemimpinan dalam program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa 
Bone-Bone bermakna kemampuan para pengambil kebijakan dalam 
mengarahkan dan mengelola sumber daya, elemen pendukung, serta 
instrument yang dimiliki untuk mencapai tujuan program yang dicanangkan. 
Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah sejauh mana keterlibatan 
mayarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program 
kebijakan publik yang dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam aspek 
kemimpinan ternyata pimpinan desa sangat demokratis dalam pengambilan 
kebijakan. Terbukti dengan dipanggilnya beberapa elemen terkait untuk 
diajak berdiskusi dalam perencanaan kebijakan yang akan dilaksanakan. 
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Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang 
mengatakan bahwa : 
“..bagus ini kepala desa karena sebelum dia memutuskan sebuah 
kebijakan na kumpulkan dulu tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam 
perumusannya untuk membuat aturan di wilayah bone-bone..”(wawancara 
pada tanggal 29 Januari 2016) 
 
Hal yang disampaikan diatas dapat menunjukkan bahwa pimpinan 
desa Bone-Bone telah berusaha untuk melibatkan secara keseluruhan 
elemen terkait dalam proses pelaksanaan kebiajakan tersebut. 
Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam program Kawasan 
Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone, masyarakat dilibatkan dalam 
perumusan kebiijakan dan dalam pelaksanaannya  masyarakat yang menjadi 
pelaku utama dalam hal pelaksanaan program tersebut demi menciptakan 
Desa yang Sehat bebas dari asap rokok. Selain pemerintah desa masyarakat 
juga ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Saling membantu demi 
kemajuan daerahnya. 
Adanya ketegasan kepala desa dalam hal pemberian sanksi bagi 
siapa saja yang melanggar aturan tersebut sehingga sampai saat ini tidak 
ada msyarakat yang berani merokok di wilayah tersebut, baik masyarakat 
desa maupun masyarakat pendatang. Selain itu adanya kesungguhan  dari 
kepala kepala desa sehingga aturan ini dapat diterima baik oleh masyarakat 
seiring berjalannnya waktu. Yang dulunya banyak masyarakat yang menolak 
namun dengan kegigihan kepala desa dalam memberikan pemahaman maka 
masyarakat pada akhirnya sadar akan bahaya merokok. Dan sampai 
sekarang sudah merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya 
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PERDES No.1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa 
Bone-Bone. 
e.  Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial 
Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial dapat diartikan sebagai 
kesetaraan masyarakat yang merujuk pada pemahaman adanya kesamaan 
kedudukan dan perlakuan yang dialami oleh masyarakat. Dalam 
pelaksanaan program peraturan desa tentang Kawasan bebas asap rokok di 
bone-bone kesetaraan gender dan pengecualian sosial dapat dilihat dari segi 
pemberian sanksi yang diberikan kepala masyarakat yang melanggar aturan 
yang telah ditetapkan. Seperti sanksi yang diberikan kepada warga yang 
melanggar antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam pelaksanaan ini 
belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan. Lebih lanjut 
dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan kepala desa bone-bone 
yaitu: 
“.. mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang 
melanggar tidak ada yang dikecualikan, semua sanksi yang diberikan 
sama sesuai dengan sanksi yang telah disepati yaitu berupa sanksi sosial. 
Sampai hari ini belum pernah kami melihat perempuan merokok di desa 
ini, bahkan kalau ada yang merokok mungkin itu hal yang aneh menurut 
kami. .” (wawancara pada tanggal 29 Januari 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan program tersebut tidak terjadi kesetaraan gender dalam 
pelaksanaan program tersebut.  
Sedangkan Perbedaan sanksi yang diberikan kepada masyarakat 
yang melanggar aturan telah disepakati dalam undang-undang desa no.1 
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tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok di desa bone-bone 
kecamatan Baraka kabupaten enrekang. 
Sejauh ini terhitung 4 orang yang telah diberikan sanksi seperti yang 
digambarkan dengan table berikut;  
Tabel IV.2.3 
Jumlah Masyarakat yang melanggar aturan 
No Jumlah Orang Sanksi 
1 1 Orang Diberikan teguran dan Membenahi 
fasilitas Sekolah yang Rusak 
2 3 Orang Diberikan teguran dan diminta 
meninggalkan Desa Bone-Bone 
Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa 1 (satu) orang yang melanggar 
aturan yang telah ditetapkan merupakan warga asli desa Bone-Bone dan 3 
(tiga) orang lainnya merupakan warga pendatang yang berkunjung ke Desa 
Bone-Bone.  
f.  Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer 
Konteks lokal merujuk kepada aspek-aspek kebutuhan masyarakat 
daerah, sumberdaya internal yang dimiliki, aspek kebudayaan setempat, 
serta aspek program yang pernah dikenal sebelumnya. Karena dalam 
perumusan kebijakan ini masyarakat ikut berpartisipasi, secara otomatis 
dapat dikatakan bahwa program ini lahir memang karena kebutuhan 
masyarakat akan sebuah program yang dapat merubah kehidupan 
masyarakat menjadi lebih baik demi memajukan daerahnya. 
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Dalam pelaksanaan program tersebut yang paling penting adalah 
kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan pentingnya akan 
pendidikan untuk membangun desa lebih maju. Sehingga aspek 
kemungkinan untuk ditransfer bermakna bahwa program inovasi yang 
berhasil dilaksanakan bisa ditiru oleh daerah lainnya. Sampai saat ini sudah 
banyak yang meniru kebijakan ini. Seperti yang dipaparkan oleh kepala desa 
dari hasil wawancara dengan peneliti bahwa: 
“.. sekarang sudah banyak yang menerapkan juga aturan tentang 
larangan merokok seperti yang terjadi di desa sebelah. Itu desa kendenan 
namanya, sebagian besar warganya sudah meninggalkan rokok..”(hasil 
wawancara tanggal 29 Januari 2016). 
 
Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa program ini bisa 
diterapkan didaerah lain. Karena yang dibutuhkan adalah kesadaran 
masyarakat akan bahaya rokok dan lingkungan yang sehat bebas dari 
penyakit.   
IV.3  Pembahasan Hasil Penelitian 
IV.3.1  Proses terjadinya inovasi 
Menurut Green,Howells & Miles (Thenint,2010:4) mendefenisikan 
inovasi sebagai sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan 
melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga 
dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi lain. Dari defenisi 
diatas maka dapat dikatakan bahwa program kawasan bebas asap rokok 
yang berlaku didesa bone-bone merupakan sebuah inovasi karena program 
yang dicanangkan merupakan bentuk layanan baru bagi masyarakat yang 
belum pernah ada sebelumnya. 
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Adapun latar belakang terjadinya inovasi ini berawal dari inisiatif 
kepala desa bone-bone yaitu bapak idris. Dalam perumusannya pengambil 
kebijakan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama 
dan tokoh pemuda. Program yang diberlakukan sejak tahun 2000 telah 
membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat. Dampak yang 
paling dirasakan adalah dari segi kesehatan. Selain itu juga berdampak pada 
perekonomian karena biaya yang dikeluarkan untuk merokok sekarang 
dibelanjakan untuk hal yang bermanfaat bagi keluarga. Kemudian dampak 
dari program ini juga sangat berdampak pada tingkat pendidikan di desa 
bone-bone, dimana yang dulunya anak-anak banyak yang tidak sekolah dan 
putus sekolah, sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. 
Dilihat dari segi lingkungan sesuai dengan pengamatan peniliti 
selama berada dilokasi memang tidak terlihat satupun orang yang merokok, 
kebersihan didesa itu juga sangat dijaga dan lingkungan juga terlihat bersih 
dan sehat. Udara yang dihirup sangat terasa segar dengan rimbunnya 
pepohonan yang ada diwilayah tersebut. 
Tidak adanya masyarakat yang terlihat merokok diwilayah tersebut 
membuat program ini dikatakan telah berhasil. Selain itu dampak yang 
dirasakan bagi masyarakat setelah program ini berjalan bertahun-tahun 
berdampak bagi kehidupan masyarakat semakin baik dari sebelumnya. 
sebagaimana yang dikatakan Albury dan Mulgan dalam Thenint (2010:4) 
bahwa sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan 
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pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat 
menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien.  
IV.3.3 Tipe Inovasi 
Tipe inovasi menurut Halversen dkk ada tiga yaitu; (a) Incremental 
innovation to radical, (b) Top down innovation to bottom-up innovation, (c) 
Need led innovations and efficiency-led innovation. Dalam program kawasan 
bebas asap rokok sesuai dengan hasil penelitian bahwa tipe inovasi program 
ini termasuk dalam tipe Top down innovation to bottom-up innovation 
dikarenakan inovasi itu terjadi karena inisiatif dari kepala desa selaku 
pemimpin di desa tersebut, selanjutnya ke tokoh masyarakat kemudian ke 
seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Program ini juga merupakan program 
baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
IV.3.2 Level inovasi di Desa Bone-Bone 
a.  Dampak 
Indikator dampak dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut 
memberikan hasil positif terhadap masyarakat. Program yang dicanangkan 
oleh pemerintah Desa Bone-Bone merupakan sebuah program baru yang 
sangat inspiratif karena program yang belum pernah ada sebelumnya dan 
dianggap sebagai Desa pertama didunia yang berhasil menerapkan aturan 
tentang Kawasan bebas asap rokok yang melarang masyarakat merokok di 
wilayah bone-bone dan aturan itu berlaku seluruh masyarakat tanpa 
terkecuali dan bagi siapa saja yang berkunjung ke Desa Bone-Bone. 
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Dampak yang ditimbulkan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan 
merupakan hal yang positif karena dengan adanya program tersebut 
masyarakat dapat merasakan keindahan desa tanpa asap rokok. tingkat 
perekinomian yang semakin membaik. Dan Pendidikan tinggi juga sudah 
dirasakan warga desa bone-bone. Pendidikan yang dulunya sangat 
memprihatinkan, sekarang sudah mulai bersaing dengan pelajar dari luar 
daerah bahkan sampai keluar pulau demi mengenyam pendidikan. 
b.  Kemitraan 
Kemitraan bermakna sejauh mana kerjasama dan keterlibatan 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi program yang dikembangkan. Program yang 
diterapkan didesa bone-bone melibatkan berbagai unsur yaitu pemerintah 
desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda mulai dari 
perencanaan program, pelaksanaan sampai pada evaluasi program. Bahkan 
dalam mempertahankan keberhasilan dari program tersebut masiih tetap 
melibatkan masyarakat.  
Meskipun terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah desa 
dengan masyarakat setempat namun dalam pelaksanaan program ini tidak 
mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Nati setelah program ini 
berhasil dan membawa dampak yang sangat baik pada masyarakat barulah 
ada dukungan dari pemerintah.  
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c.  Keberlanjutan 
Dalam buku innovative governance oleh Sangkala MA, menyatakan 
bahwa keberlanjutan dapat dilihat dari dukungan berbagai elemen terkait. 
Pada program ini dukungan jelas dilihat baik dari eksekutif, legislative dan 
masyarakat Kabupaten Enrekang. terbukti dengan keterlibatan berbagai 
elemen dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Aturan itu 
juga telah menjadi Peraturan Desa No.1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas 
Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
Selain itu demi keberlanjutan program ini masuk dalam Visi dan Misi Desa 
Bone-Bone pada periode 2014-2019 yaitu Visi “menjadikan desa Bone-Bone 
menjadi Desa Sehat”. 
Sampai saat ini dukungan dari masyarakat masih kuat, pemerintah 
daerah juga sudah mendukung  adanya program ini bahkan berharap bisa 
juga diterapkan di desa lain. Selain pemerintah daerah juga sangat didukung 
dari dinas Kesehatan. Banyaknya dukungan dari berbagai kepentingan 
membuat peraturtan ini akan tetap berlanjut. 
d.  Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat (leadership and 
community empowernment) 
  Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat menurut UN dalam 
Sangkala MA (2013:9) bahwa kepemimpinan dan pemberdayaan 
masyarakat merupakan kemampuan para pengambil kebijakan dalam 
mengarahkan dan mengawasi sumberdaya, elemen pendukung, serta 
instrument yang dimilikinya untuk mencapai tujuan program yang 
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dicanamkan serta tidak terlepas dari aspek teknik yang digunakan dalam 
pengorganisasian dan realisasi tindakannya. Serta sejauhmana keterlibatan 
masyarakat dalam proses penerapan program yang dicanamkan. 
  Program kawasan bebas asap rokok di Desa bone-bone merupakan 
inisiatif sendiri dari kepala desa bone-bone sekaligus sebagai pengambil 
kebijakan. Namun dalam hal perumusan program ini pengambil kebijakan 
dalam hal ini kepala desa melibatkan berbagai elemen pendukung seperti 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda. Keterlibatan berbagai unsur 
bukan hanya dalam perumusan saja namun sampai pada evaluasi program 
yang telah di terapkan.  
  Demi mencapai tujuan dari program ini, ketegasan kepala desa dapat 
dilihat dari pemberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Seperti 
yang dilakukan kepala desa ketika mengetahui ada masyarakat yang 
merokok di wilayah bone-bone maka kepala desa melakukan pendekatan 
persuasif untuk memberikan pemahaman dan memberikan sanksi seperti 
yang telah ditetapkan. Ketika yang melanggar adalah warga pendatang, 
maka diberikan pemahaman dan dipersilahkan untuk meninggalkan desa 
tersebut sesuai yang telah ditetapkan dalam PERDES no.1 tahun 2009 
tentang Kawasan Bebas Asap Rokok pasal 12 ayat 1.    
e.  Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial 
  Kesetaraan gender dan pengecualian sosial menurut UN dalam 
Sangkala MA (2013:9) merupakan inisiatif yang yang dapat diterima dan 
merupakan respon dari masyarakat terhadap perbedaan sosial dan budaya. 
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dalam konteks inovasi program kesetaraan masyarakat merujuk kepada 
pemahaman adanya kesamaan kedudukan dan perlakuan secara hokum 
yang dialami oleh masyarakat. 
  Dalam program kawasan bebas asap rokok didesa bone-bone dapat 
dilihat adanya kesamaan kedudukan masyarakat karena program yang 
dicanangkan adalah untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan bagi 
siapa saja yang berkunjung ke desa bone-bone. Tidak ada perbedaan 
kedudukan dalam pemberian sanksi karena semua telah diatur dalam 
PERDES no.1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Jika dilihat 
dari perbedaan pemberian sanksi antara laki-laki dan perempuan dalam 
program ini tidak terlihat perbedaannya karena tidak ada perempuan yang 
merokok di desa tersebut. Kalaupun ada pendatang wanita yang merokok 
maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan. 
f. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer ( innovation within 
local content and transfer ability) 
   Inovasi dalam konteks local sesuai dengan buku innovative 
governance karya Sangkala MA, harus memenuhi beberapa indikator 
antara lain, yaitu kebutuhan masyarakat, sumber daya lokal,sosial budaya, 
serta sejarah lokal. Kebutuhan masyarakat akan program ini sangat jelas 
terlihat dikarenakan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat 
sangat terasa apalagi mengenai kesehatan mereka. Selain itu juga sangat 
berdampak pada pendidikan di desa tersebut. 
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  Adapun lahirnya program ini dari inisiatif kepala desa yang kemudian 
dalam perumusanannya melibatakan masyarakat sehingga program ini lahir 
karena adanya kebutuhan masyarakat akan hidup sehat. Dilihat dari kondisi 
sosial budaya dan sejarah local sangat terlihat dalam program ini karena 
program ini lahir dari inisiatif kepala desa bone-bone itu sendiri.  
Sedangkan untuk kemungkinan ditransfer sangat tinggi. Hal ini 
dikarenakan banyak daerah yang telah menerapkan aturan ini meski belum 
berhasil seperti yang terjadi di desa bone-bone. Juga dikarenakan 
kebutuhan masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Desa tetangga juga 
mulai menerapkan aturan ini meski belum maksimal seperti yang ada di 
Desa Bone-bone. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1  Kesimpulan 
Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu proses 
terjadinyan inovasi, tipe inovasi dan level inovasi dalam Program Kawasan 
Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 
1. Proses terjadinya inovasi  
Inovasi program kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone 
merupakan hal yang sangat menginspirasi daerah lain diseluruh dunia. Desa 
yang dinobatkan sebagai Desa pertama di dunia yang berhasil menerapkan 
kawasan bebas asap rokok berawal dari inisiatif seorang kepala desa yang 
melihat anak-anak di desanya mulai merokok pada masa dimana mereka 
harusnya menuntut ilmu dengan baik di bangku sekolah dasar. Dengan 
adanya rasa prihatin dengan kampungnya kelak maka di buatlah peraturan 
desa no.1 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok. Bagi yang 
melanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan yang telah disepakati 
sebelumnya. aturan ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat di desa bone-
bone namun juga berlaku bagi siapa saja yang berkunjung ke Desa tersebut. 
2. Tipe Inovasi 
Tipe inovasi dalam program kawasan bebas asap rokok di desa 
bone-bone yaitu top down innovation to bottom-up innovasition karena 
program ini merupakan program baru dan dimulai dari kepala desa selaku 
75 
 
pemimpin di desa bone-bone selanjutnya ke tokoh-tokoh masyarakat barulah 
sampai kepada masyarakat. 
3. Level Inovasi 
a. Dampak  
Dampak yang terjadi di desa bone-bone setelah diterapkannya aturan 
tentang bebas asap rokok sangat membawa dampak yang positif dari 
berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dan juga 
berdampak demi kemajuan desa yang semakin membaik. 
b. Keberlanjutan  
Keberlanjutan program tentang Kawasan bebas asap rokok di desa 
bone-bone besar kemungkinan akan berlanjut terbukti dengan adanya visi 
misi desa bone bone periode 2014-2019 yaitu dengan menjadikan desa 
bone-bone menjadi desa sehat. Dengan melihat dampak yang dirasakan 
oleh masyarakat maka program ini akan dipertahankan. Pemerintah desa 
juga melakukan berbagai macam cara untuk mendidik para generasi muda 
dalam hal etika dan moral dalam mengahadapi kehidupan yang semakin 
modern.   
c. Kemitraan  
Dalam hal kemitraan peraturan tentang kawasan bebas asap rokok 
disesa bone-bone pemerintah desa tidak bermitra dengan siapun diluar dari 
desa bone-bone baik dengan pemerintah daerah, ataupun dengan dinas 
kesehatan. Kemitraan ada hanyalah dengan para tokoh masyarakat, tokoh 
agama, dan tokoh pendidik, dan tokoh pemuda. Mulai dari perumusan 
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program hingga pada proses evaluasi dan sampai pada keberlanjutan 
program.  
d. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat 
Kepemimpinan dalam penerapan program kawasan bebas asap 
rokok di desa bone-bone terlihat kesungguhan pemimpinnya karena hingga 
saat ini program tersebut masih berlanjut dan ketegasan pengambil 
kebijakan dalam pemberian sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan 
tersebut. 
e. Kesetaraan gender dan pengecualian sosial 
Dalam program kawasan bebas asap rokok di desa bone-bone tidak 
terlihat kesetaraan gender dalam hal pemberian sanksi kepada yang 
melangggar bagi perempuan dan laki-laki, karena sampai saat ini belum 
pernah ada perempuan yang dilihat ataupun kedapatan merokok di wilayah 
tersebut. Adapun yang melanggar aturan tersebut tetap diberikan sanksi 
sesuai dengan sanksi tang telah disepakati. 
f. Inovasi dalam konteks local dan dapat ditransfer 
Inovasi program kawasan bebas asap rokok merupakan hal yang 
sangat positif dan sangat menginspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia 
bahkan diseluruh dunia. Inovasi ini sudah mulai diterapkan di desa-desa 
tetangga seperti desa kendenan yang ada di dekat desa bone-bone. 
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V.2 Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis 
merekomendasikan saran-saran terkait penerapan program Kawasan Bebas 
Asap Rokok Di Desa Bone-Bone sebagai berikut: 
1. Karena desa bone-bone tergolong desa yang unik dengan adanya 
berbagai macam aturan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, maka itu 
harus tetap dilestarikan dan dibudayakan. Pemerintah desa harus tetap 
mengawal para generasi muda dalam menghadi dunia yang semakin 
modern tanpa mengabaikan budaya yang ada di desa Bone-Bone.  
2. Adanya hubungan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, 
harusnya ada kerjasama dengan dinas kesehatan agar kekurangan 
seperti yang terjadi di POSKESDES bisa lebih dimaksimalkan. 
3. Karena desa Bone-Bone telah dikenal di beberapa penjuru dunia dengan 
program yang sangat baik, maka sudah sepantasnya pemerintah Daerah 
membangun desa Bone-Bone seperti perbaikan jalan yang masih belum 
layak untuk dilewati menuju desa tersebut.  
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